
BT'PATI MUSI RAITAS
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 5 TAHUN 2019

IEITTANG

PEMBEN?UI(AN BADAN USAI{A MIUK DAERAH

PERSEROAN TERBATAS MUSI RAWAS SEMPURNA

DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA

BT'PATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2O17

tentarg Badan Usaha Milik Daerzh perlu m€netapkan

Feraturan Da€rah tentang kmbcntukan Badan Usaha

Milik Daerah Ferseroan TerbataE Musi Rawas SeBpuma-

MenginSBt : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar N€gara

Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun f959 tentang

Pembentul€n Daerah Tingkat I dan Kotap,raja di

Sumatera Selatan (L€rnbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan

Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tcntsrlg

Perscman Tcrbatas (Irmbaran Negara RePublik

IndoEesia Td,arun 2OO7 Nomtr 106, lbmbehan

Lrmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4756);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o14 Nomot 224, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terkhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Gntang

Badan Usaha Milik Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3O5,

Tambalan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

L€mbamn Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2018 tentang Pengangkat n dan Pemberhentian

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan

Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2O18 Nomor 7O0).

.,

4.

5.

Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIL,AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TEI'{TANG PEMBENTUKAN

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MUSI RAWAS

SEMPURNA.



3.

4.

BAB I
KETENTUAN I,'MUM

Pasal I

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengian;

1. IGbupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Penrerintah Kabupaten

7.

Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati lGbupaten Musi Rawas.

Dewan Ferwakilan Rakyat Dserah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembega Pen'akilan ral(yat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

tkbupaten Musi Rawas.

AngErEn Fendapatan dan Belanja Daemh yang

selsnjutnya dbingBat APBD adalah APtsD Kabupat€n

Musi Rawas.

Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah l(abupatcn

baik berupa uang maupun aset lainnya.

Penyertaan Modaf Daerah adalah p€nempatan

dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan

kekayaan daerah datam bcntuk uang dan/atau barang

yang dapat dinil,ai dengan uang yang dimiliki oleh

Femerintsh labupaten,

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang berbentuk pcrssoan

terbatas yang seluruh dan/atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh l(abupaten.

Perusahaan Peraeroan Daerah Musi Rawas Semprrraa

yang sclanjutnya disingkat PT' Mura Sempurna

(perscroda) adalah Badan Usaha yang didirikan oleh

Pemerintah l(abupaten.

Organ Ferceroan adalah Rapat Umum Pemegalg

Saham, Deruran Ibmisaris dan Dk€ksi.

5.

E.

9.

10.
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11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya

disingkat RUPS} ada.lah Organ Perseroan y:rng memegang

kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dal memegang

segala wewenang yalg tidak diserahkan kepada Direksi

atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentul€n

oleh Anggaran Dasar dan/atau r.rndang-undang tentang

Ircrseroan.

12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi.

13. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik

didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

15. Pihak Ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha

dan/atau perorangan yang berada dalam di luar

organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN,

BUMD milik Daerah lain, usaha Koperasi, usaha swasta

nasional, dan/atau usaha swasta asing yang tunduk

pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam

rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu

langka}r strategis untuk memperbaiki kondisi internal

perusahaan guna memperbaiki kinerja dan

meningkatkan nilai perusahaan.

17. Privatisasi adalah penjualan saham Persero Daera},

baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain

dalam rangka meningkatlan kinerja dan nilai

perusahaan, memperbesar malfaat bagi negara dan

masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh

masyarakat.

4



18. Fenggabungan adafah Frbuatan hukum yang

dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih unhrk

menggabungkan diri dengan Persercan lain yang tclah

ada yang mengakib8tkan aktiva dan pasiva dari

Ferseroan yang menggabungkan diri bcralih karena

hukum kepada Ferseroan yang menerima

pengabungan dan selanjutnya status badan hukum

Perscroan yang menggabungkan did berakhir karena

hukum.

19. Pelebwan adalah perbuatan hukum J,ang dilakukan

oleh dua Ferseroan atau lebih untuk meleburkan diri

dengan cara mendirikan satu Perscfoan baru yang

karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari

Ferseroan yang meleburtan diri darr stahrs badan

hukum Ferseroan yang meleburkan diri berakhir karena

hukum.

20. Pengambilalihan adalah lrrbuatan hukum yarg

dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan

rmtuk mer4a.mbil alih saham Perseroan yang

mengakibatkan beralihnya pengendalisn atas Ferseroan

tersebut.

2f. Femisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh Pers€man untuk memisahkan u38ha yang

mengalibatlan seluruh aldiva dan pasiva Perseman

beralih karena hukum kepada dua Fers€roan atau lebih

atau scbagian aldva dsn pasiva Ferseroan b€ralih

karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih'

BAB tr

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUI(AN

Pasal 2

(U Dengan Feraturan Daerah ini dibentuk Ferserc€n yang

diberi narna Pl. Mura Sempurna (Persdoda).
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l2l

(3)

Ferseroan dimaksud pada ayat (fl
merupekan badan usaha betrtuk hukurn irriliL

Pemerintah Ihbupaten yang sekaligus sebagai salah

satu pendid Perseroan yang menjadi pemegang saham

Fereeman didirikan dengan akta penairian yang dihDt
oleh Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia

dan dilakukan sesuai ketentuan Feraturan Ferundang-

rmdangnn.

Pasal 3

Tempat kedudukan dan l(antor Pu8at PT. Mura

Scmpuma (Fersemda) berada di Ibulota lkbupaten.

Perseroan dapat membuka kantor caban& I€ntor
cabang pembantu, kantor perrakilsn, dan/atau kantor

unit usaha di daerah lain.

Kctentuan lebih la4iut mengenai nama dan Gmpet

kedudukan kantor cabang Ferseroan ditetapkan dalsm

Anggaran Dasar.

Pasal 4

Pembenhr&an Persercen sebagaimana dimaksud Pasal 2

ayat (U dimal6udlGn sebagai:

a. upaya mewujudkan visi dan misi dan meadorcng

program yang tclah tertuang d.lqm Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten agar

dapat diimplernentasikan sesuaia sasaran/targpt

l.ang telah dit€tapka$ dan

b. perantara investor regional dan nasional

dalam kerjasama usaha yang berdampak pada

peningkatan perckonomian dan kescjahteraan

masyarakat.

Tujuan pembenhrkan Ferscroan adalah :

(1)

(21

(3)

(1)

(21
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c,

mempeccpat peningkatan daya saing ekonomi dan

kesejahteraan sosial narvarakat seauai visi dan misi

Pemerintah l(abupaten;

membantu pelaksanaan kebiiakan pemerintah di

bidang ekonomi dan pembangunan daerah, mel,alui

alftifita8 usaha produk barang dan jasa

yang memiliki nilai ekonomi;

m€nggafi potensi kekayaan lGbupaten unuk

meoingkatkan psndapatan asli daerah;

mcnjadi perintis @iatan dan usaha yang kurang

diminati perusahaan swa8ta lokal dan nasional dan

peran serta masyarakat dalam bidang

usaha dan turut berpartisipasi dalam meningkBtkan

kcscmpatan lapangan kerja.

e.

BAB III

JEMS KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Unhrk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimakaud

dol^rn Pasal 4, kscroan melaksanakan jenis kegiatan usaha

sebagai berikuc

a. pertanian, Petemakan, Perkebunan dan Ferikarsfl;

b. industripcngolahan;

c. migas;

d. bangunan/kontruksi;

e. perdagarryan;

f. keuangan, persewaan daIl jasa perusahaan, antara lain:

1. Bank PerMitan Rekyat (BPR);

2. jasa pengeloLaan, pemeliharaandan persewaan

Fmanfaatan assct;

3. jasa konsultan (manajemen dan kontruksi);

4. kolrraei serba usaha (ksu);

g. jasa-jasa antara Lain : jasa pariwisata; dan

h. ueaha lainnya sctrain butir a sampai dengan g.



(u

BAB IV

MITRA KER.'ASAMA

Pasal 6

Delarn rangka peningkatan dan pengembongan usaha,

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengen pihak

lrctiga yang pelaksanaannya berpedoman tapada

ket€ntuan dan Feraturan FerundanS-undangan.

IGt'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (f) adalah

kerjasama operasional yang dituangkan dalam bcrrtuk

nota kesePah.na n.

Untuk dapat melaksanaLan kerjasama sebagaimana

di"n.ksud pada ajrat (1) harus ditctaPkan oleh RUPS dan

ditrntukan dalam Anggaran Dasar.

BAB V

HUBUNGAN KER.'A PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN

PERSEROAN

Pasal 7

(U Pemerintah Xabupaten menetapksn Stsndar Harya

I(omoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) untuk dipatuhi

dan dilaksanakan oleh Perseroan.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar

Harya KoEoditi dan Jasa Minirn l (SHKJM) sebagai

kewajiban daya beli masryarakat dorr

pelayanan jasa dalam mcwujudkan aspek sosial

masyarakat tarpenuhi dengan hargs dan/atau tarif

ekonomi, Per€eroan berhak menerima subsidi untuk
pelaksanaan kenajiban pclayanan tersebut dcngan

ketentuan Pemberian subsidi diatur .rah- kontrak

berbasis kinerja.

(3) Kontrak berbasis kinerja unhrk penyaluran subsidi

sebagaimana dimetsud p'ada ayat (2) dilakukan antara

Pemefintah Ihbupaten dan Per€eroan sesuai

ketcntuan Peraturan Perundang-undangan.

l2l

(31
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(4)

(s)

(6)

Pemerintah Kabupatcn wajib Bemastikan penyediaan

subsidi untuk pelaksanaan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melalui penetapan Standar

Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) dalam

APBD dibayarkan kepa.da Ferscroan sesuai ketentuan

dalam kontrak berbasis kinerja.

Dals", rangka penyelenggaraan st ndat Harga

Komoditi dan Jasa Minimd (SHKJM), Pemerintah

Ikbupatcn memberikan izin-izin kepada Perscroan

seauai wewenang yang diberikan kepadanya

berdasarkan Peratura! Perundsng-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Harga

Komoditi dan Jasa Minirnal (SHKJM) sebagaimana

dimaksud pada ayat (f) diatur dengan Peraturan

Bupati.

BABVI

MODAL DAN SAIIAM

Pasal 8

(1) Sumber Modal Perseroan terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya, meliputi:

1 kapitafisasicadangsn;

2. keuntungan revaluasi as8et; dan

(21

(3)

3. agio saham.

Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (r)

merupa.kan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam hal Perseroan membutuhkan Embahan modal

berupa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (f )

huruf b, harus mendapat per€etujuan terlebh dahulu

dari Dewan Komisaris melalui keputusan RUPS.

Modal dasar Perseroan terdiri dari seluruh nilai nominal

saham.

(4)

9



(1)

(21

(51 Ketcnhran mcngenai permodalan Ferseroan diatur

tlalarn Anggaran Dasar tcrmasuk ketentuan mengenai

modal dssar, pcrubahan modal, modal yang

ditempatkan dan/atau dieetor sesuai dengan ketentuan

dan Feratumn Ferundang-undangan.

Pasal 9

Modal dasar Fers.man unhrk pertama kali ditetapkan

sebesar Rp.rt0.ooo.0@.ooo,0o (empat pduh milyar

rupiah).

Dari sejumlah modal sebagafunana dimaksud pada ryat
(f) pernenuhan jumlah modal yang ditempatkan

dan/atau moda.l disetor disesuaikan dengan

kemanpuan Pemerintah lkbupeten scrta

ketentuan dan Feraturan Perundang-undangan yang

berlsku.

Dari modal dasar Ferscroan scbagaimana dinaksud
pada ayat (1), terdiri dari :

a. modal ditempatJ<an dan disetor pada awal pendirian

dari Femerintah labupaten sebesar

Rp.1O.O@.oOO.0OO,OO (sepuluh mib/ar rupiah); dan

b. koperasi Karyawan/PNs Pemerintah Ihbupaten

dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

sebesar Rp. 4OO.0OO.OOO,0O (empat ratus juta

rupiah).

Passl 10

(1) Ferubahan terhadsp modal Fersertan sebagaimana

dirnaksud dqlaF Pa8al 9 ayat (2) dapat berupa:

a. penambalnn modal; atau

b. pengurangan modal.

(31
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(21

(3)

o

(s)

(1)

l2l

Fenambahan modal Ferseroan Pemerintah Kabupatcn

dan/atau koperasi karyawan/PNs dan/atau Badan

Usaha Milik Swasta (Bt MS), sebegaimana dimakBud

delarn Pasal 9 ayat (3) hu.ruf b depat dilakukan setcl,ah

mendapatJ<an kcputusan RUPS.

Felaksanean penamtaton modal Persercafl

sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus

mcndapatkan persetujuan DPFTD sesuai dcngan

keteotuan dan Ferahrran Fertmdang-undangan,

Perseroan dapat m€njual salram kepada pihak ss'asta,

percrangan dan masryarakat dengan ketentuan bagian

terbGar saham harus tetap dimililri 6lgh Pemerintah

Kabupaten minimal 51 % (lfuna puluh satu persen) dari

total nilai saham.

Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (a)

harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasd 11

RUPS dapet merryerahkan kewenangan kepada Dewan

(omisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan

RUPS scbegaimna dinaksud dalam Pasal l0 ayat (2)

untuk jangla waktu Paling larna 1(satu) tahun.

Penyerahan kewenangan sehgaimana dimaksud pada

ayat (1) sewaf<hr'naktu dapat ditarik kemba.li oleh

RUPS.

Pasal 12

(f ) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama penmnya"

(2) FersyaEtan keprrniliLqq saham dapat ditetapkan dalam

Angg{art Dasar dengan memperhatikan persyaratan

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Ferundang-undangan,

l1



(3) Dalam hal persyaratan lapemilikan saham sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tetah ditetapkan dan tidak

dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemifkan saham

terscbut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang

saham dan saham tersebut tidak diperhitunglen dalam

kuorum yang harua dicapai sesuai dengan ketentuan

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlalu

dan/atau Anggaran Dasar.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 13

Organ Ferseroan terdiri dari:

a. RUPS.

b. Dewan KomiEaris; dan

c- Dircksi.

Pasal 14

Bupeti mewakili Pemerintah Kabupaten sclaku

pemcgang saham Pers€roan di da.lam RUPfi.

Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi

kepada perorangan atau badan hukum tmtuk

mewakilinla .lalF'n RUPS.

Pihal Fencrima Kuasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib tcrlebih dahulu meodapat persetujuan

Bupati rmhrk m€ngambil kc?utusan dqlem RUPS,

mengenai :

a. perubahan jumlah modal;

b. perubehan Angaran Dasar;

c. rcncara pengunaan laba;

d. penggabungan, peleburan, pcngarnbilalihan,

pernisahan dan pcrnbubaran Ferscroan;

e. invetasi dan peinbiayaan (piqiaman) jangka

panjang;

(1)

l2l

(3)
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pengalihan aldva;

kerjasama Perseroan dengan Pemerintah Kabupatcn;

dsn

h. pembentukan ala* perusahaan.

(a) Tata tertib penJdengaraan Rt PSI sebagaimana

dimaksud pada ayat ($) ailaLsanekEn sesqai dengan

ketcnh.En dan Peraturan Perundang- undangan yang

berlaku dan ditctapkan dal.- Anggaran Dasar.

(5) Dal8m forum RUPS, pemegEng saham berhak

memperoleh ketcrangan yang berkaitgn dengan

Ferceroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,

8€panjang berhubungan dengan materi acara rapat

dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

(q RUPS Hiridari:
a. RUPS tahunan; dan

b. RUPS} lainnya.

[) RUPS diadakan paling sedikit seksli dalam setahun.

(8) RIrPfi tahunan wajib diadakan dalam waltu paling

lambat 6 (enam) bulan sctelah tahun buku berakhir.

(9) RUPfi lairmya dapet diadaf<an sewalfir-wal(ttr

berdaearkan kcbutuhen untuk kepentinsan Fersercan.

(1O) Fenyeleflgaraan RUPS dapat dilakukan atas

Direksi atau Dewan Komisaris yang

didahului dengan srrrat pangilan RUI'S.

(11) Fenyelengaraan Rt PS yung dilclrsarrakqn atas

permintaan Dir€ksi atau Dewan l(omisaris sebaSaimana

dimaksud pada ayat (A sesuai dengan ketentuan dan

tbraturen Penmdang-r:ndangan yang berlaku dan

ditetapkan dalam Anggaran Da8ar.

(12) RUPSI diambif berdasarkan muqrawarah untuk mufakat.

f.

s.
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Pasal 15

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimakeud dalsm Passl

13 huruf b melakukan pengawasan atas kebijakan

kepengurusan, jalannya pengurusan pa.da umumnya,

baik mengenai Pers€rcart maupun usaha Perscroan

dan memberi nasehat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan p€mbcrian nasehat sebagaimana

dimakud pada ayat (1) dilaku*an untuk kepentingan

Persetoan dan sesuai dengan makeud darr tujuan

Feraeroan.

(31 Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi

persyaretan:

a. mampu meLaksanaken perbuatan hukun;
b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;

c. memahami manajemen perusahaan;

d. memiliki pengctahuan 5rang memadai di bidang

usaha Perseroan;

e. menyediakan waktu yang

melaksanakan tugasnya;

cukup untuk

f. tidak pemah terlibat dalam suatu kegiatan

perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan

g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan,

[4) Dewan Komisaris Ferseroan t€rdiri dari :

a. seorang Komisaris Utama; dan

b. 2 (dua) orang Komisaris yang tcrdapat diantaranya

adafah tenaga al i profeeional, bertindak tidsk

sendiri-sendili, melainkan berdasartan keputusan

Dewan Komisaris,

(5) Anggota Komisaris diangkat untuk jangka walftr paling

lam.a 4 (empat) tahun darl dapet diangkat kembali rmtuk

I (satu) kati masa jabatan.
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(1)

(21

Pasal f6

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui

mekanisme uji kelayakan dan kepatutan,

Uji kelayalqn dan k€patutan sebagaimana dimpksud

pada ayat (t) dilakukan oleh Tim Seleksi Itumisaris dan

Dir€ksi perscro Daerah yang terdiri dari :

a. unsur Pemerintah Kabupaten;

b. rmsur DPRD; dan

c. unsur profesional dan/atau Perguruan Tlnggi.

Calon Xomisaris yang telah dinyatakan hrlus uji
kelayakan dan kepatutan wqiib menandatangani

kontrak manajemen dan palda intcgritas sebcfum

pengangkatannya sebagai lfumisaris.

Sebelum Komisaris melaksanakan hrgasnya,

yang bcrsarAlutan terlebih dahulu dilakukan

pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupeti yang

bertindak selsku RUPS| sesuai dengan ketenhran

Perafuran Perwdang-undanAen.

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan

penggngkatan, penggfltsrr, pemberhentian, hrgss dan

wecrcnang Dewan Komisaris diatur rtelqq angaran

dasar sesuai dengan keGntuan Feraturan

Ferundang-mdaflgan.

Pasal 17

Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya

bcrakhir atau pada masa jabatannya, d.apat

diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan

RUPfI.

Pemberhentian Dewan Komisari dan/atau Direksi

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

pertimbangan obyelrtif, antara train :

a. permintaan sendiri dilengkapi dengan pengajuan

secara tertulis;

(3)

(4)

(s)

(r)

l2l
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b. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan

berdasarkan alasan yang obyeltif; dan/atau
dipidana penjara karena terbukti melakukan

perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum

tetap dcngan anc&man penjara paling singkat 5

(lim4 tahun.

c.

(1)

(21

Pagal fg

Dircksi menjalankan pengurusan Ferscroan untuk
kepentingan Perseman dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

Lebiiakan yang dipandang tEpat dalam batas yang

ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Calon Direksi Perseroan harus memenuhi syajat :

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikqii;

c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang

memadai dalam bidang usaha Perseroan;

d. memiliki kompentensi marajemen p€rusahaan;

e. tidak menjabat jabatan strukural dan fungsional

pada instansi/lernbaga Pemerintah Pusat dan

Daerah dan/atau Dir€ksi BUMD liainnya;

f. tidak pemah terlibat dal,am suatu kegiatan

perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan

g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan

Peraturan Ferundang-undangan.

Dircksi Ferseroan terdiri dari :

a- I (satu) orang Direktur Utama; dan

b. 2 (dua) orang Direktur.

Dirrktur scbagairnana dimaksud pada ayat (4) memiliki

tugas, fungsi dan kewenangan untuk hal tertEntu

berdasarkan Keputusan Dir€ksi sesuai de'rgart

ket€ntuan Peratuan Perundang-undangan.

(3)

(41

(s)
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(6) Masa jabatan angota Direksi dit€tapkan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lcmbali untuk
I (satu) lcli masa jabatan.

Pasal f9

(t) nengangkatan Direksi dilalrul<an melalui mekanisme uji
kelayekan dan kepahrtan.

(2) Uji kelayakan dan kepatutan sebaggimana dimaksLd

dalam ayat (U dilakukan oleh Tim Scleksi Komisaris dan

Direksi Ferseroan Daerah yang terdiri atas ;

a. unsur Pem€rintah IGbupat€n;

b. unsur DPRD: dan

c. unsur profesional dan/atau Ferguruan Tinggi.

(3) Cafon Direksi yang tclah dinyatakan h:lus qii kelaya.kan

dan kepatutan wajib menandatangani kontrak

manqiemen dan palrta int€gritas sebelum

pengangkatannya sebagai Dfu€ksi.

(4) Sebelum Direksi melaksanakan tugaenya, terlebih

dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah

oleh Bupati yang bertinclak selaku RUPS atau pemegang

saham mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan

Peraturan Ferundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai dan persyaratstr

penggantian, pcmberhcntian, tugas dan

wewenang Dt€ksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai

dengan ketcntuan dan Feraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Anggota Dfueksi eebelu.Er Eesa jabatannya berakhir,

sewakhr-wafrtu dapat diberhentikan d,ari jabatannya

berdasarkan Keputusan RUPf t.

Pemberhentian Dircksi sebogaimana dimaksud pa.da

ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyeldif,

meliputi :

(U

(21
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b.

c.

scndiri dilengkapi dengan pengajuan

secara tertulis;

tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan

berdasarkan alasan yang ohyektit dan/atau
dipidana penjara karena terbukti mclalnrkan

perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum

tetap dengan ancaman penjara paling singkat 5
(lima) tehun.

BAB VItr

KARYAWAN PERSEROAN

Pesal 21

(1) IGryawan Ferscroan dianSkat dan diberhentikan oletr

Direksi, khususrrya jabatan Kepala Divisi dan jabatan

Mansger setclah mendapat pertimbanAan Dcwan

I(omisaris sesuai dengan l(etentuan Peraturan

Ferundang-undangan.

(21 Hak dan kewqiiben Persetoan diatur oleh

Dircksi dengan persctujuan Dewan Ibrnisaris sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundsrlg-undangan.

BAB D(

TATA KEI.oIA PERUSAHAAN YANG BAtr(

Pasal 22

Ferseroan di dalam k€giatan usahanya haru3

memahami dan rnelaksanakan Fedoman Tata Kelola.

Ferseroan yang baik dan menjunjung tinggi norma :

ctika;

sosial budaya; dan

harus memaharf dan mel,aksanakan Fedoman

Perilaku Perseroan dalam kehidupan sehari-hari.

(1)

l2t
a.

b.

c,
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(3) Kedua pedoman sebagaimana dirnaksud pada ayat (U

dan ayat (2), harus disosiafisasikan kepada segenap

pegawai termaeuk Direksi.

BAB X

RENCANA KER.'4, IAPORAN TAHI,'NAN,

DAN PENGGUNAAN IABA

Bagian Kesatu

Rencana lGrja

Pasal 23

(1) Direksi Perseman menyu$m :

a. R.JP 5 0iEa)tahunan; darl

b. RKAP.

(2) Fenyu$man RI(AP sebagaimana dirhakaud pada ayat

(1) huruf b disusun berdasarkan R"rP 5 flima) tahunen

dan Anggaran Dasar sebelum dimulainya tahun buku.

(3) Fenyusrman R"rP 5 (limd tahunan dan RI(AP tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajufGn oleh

Dircksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

paling lambet 3 (tiga) bulan sebelum tahun Angaran
berakhir.

(4) Tahun buku Perscroan adalah tahun takwim.

(5) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

haruB mendapat fjersctujuan Dswan l(omisaris atau

RUI'€' dengan terlebih dahulu ditelaeh deflqn l(omisaris,

keclrali dit€ntukan lain dalam Peraturan

Perundang-undangan.

(6) Fengesahan R.rP dan RKAP s€bagaimana dimaksud

pada ayat (2) harls dilaksanakan paling lsmbat 1 (satu)

bulan sebclum tahun buku bcrakhir.

Pas€l24

(U D^t.- hal DirekBi tidak menSrampaikan RKAP

sebagaimana dimakaud delern pqsal 23 ayat (2), RKAP

yang tahun lalu masih diangap bcdaku.

19



(1)

(21

(2) Ddam hd RKAP belum mcurperoleh persetujuan darr

pengeealran sebapimana ditcntulGn,rah"n furggamn

Dasar atau Feraturan Perundarg-undangan, RKAP

tahun yang lahr berlaku juga r-gt Perseroan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 25

Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RLrPS,

setelah ditelash oleh Devran Komisaris ,tFle,n jangka

waktu paling lambat 3 (tige) bulan setelah tahun buku

Perseroan berakhir.

Laporan Tahunan Bebagairnana dirnqksud pada ayat (f)

paling sedikit memuat :

a. Lalrcran Keuangan atas Realisasi Anggaran meliputi:

l. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

2. Laporan Laba Rugi;

3. Laporan Arus Kas; dan

4. Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana-

b. laporan meqgenai f<cgiatan Ferscroan;

c. l,aporan tangung jawab sosial dan

linghmgan;

d. dncian masalah yang timbul selama tehun buku

yang mempcngaruhi kegiatan usaha Ferscroan; dan

e, laporan Bengenai tu€as pengawasan yang tdah

dilaksanafran oleh Dewan Komisarie Belama tahun

buku yang baru lampau;

laporan lGuangan sebagaimana dim^ksud pada ayat (2)

hunrf a disusun berdasarkan Standar Ahmtansi

Keuanggn.

Ketentuan lebih l,anjut mengenai tata cara lrnyusunan,
penganasan dan pengesahan tcrhadap neraca keuangEn

dan laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud

pada ayat (!) d;lqk alraLaq sesuai denSan ketentuan

dan Peraturan PenDdang-undangan.

(3)

(41
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(U

(21

(3)

Bagian lGtiga

Fengunaan taba

Pasat 26

Perseroan wajib menyisihkan junlah t€rtcntu dari laba

bersih sctiap tahun buku unhrk cadangan.

Icwajiban penybihan untuk cadangan sebagaimarn

dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perscroan

mempunyai saldo laba yang positif.

Penyisihan laba bersih sebegaimana dimaksud pada

ayat (f) dilakukan sampei cadangan mencapei paling

sedikit 2O % (dua pufuh persen) dari jumlah modal yang

ditempetlan d8n disetor.

Cadangan eebagaimana dirmaksud pada ayat (1) yang

belrrm mencapa.i junlah sebagEimana dimaksud pada

eyat (3) hanya boleh dipergunatan untuk menutuP

kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh ca<tar4an lain.

Pas€l27

(1) I.eba bersih etctrah dipotoq pejak wajib r.mhrk

disahkan oleh RLJPS.

(A Femb€gian laba bersih sebagaimana dimakeud pada

ayat (U ditetapkan antara lain :

a, dividen untuk pemegang saham, sebesar 45 (enam

putuh pereen);

b. cadangan umum, sebesar 2O % (sepuluh perscn);

c. cadangan tujuan, sebesar 20 % {dua pufuh pereen};

d. dana kesejahteraan, scbesar fO % fiima perscn); dan

e. jasa produksi, sebesar 5 % (lima persen).

(3) Perubahen pembagian laba bersih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPfi dan

dicantum&an dalam Angaran Dasar.

(4) Laba bersih yana menjadi bagian Pemerintah KabupaEr

merupakan pendapatan aBli daerah dan seluruhnya

disetor ke kas daerah, dibf<sanakan paling lsmbat 1

(satu) bulsn setclsh RUI6 dilaksFr'.kair.

(4)
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BAB xI
SATUAN PENGA'IIAS INTERN, KOMITE AUDIT,

DAN KOMITE IAIN

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intem

PaBd 28

(1) Pada setiap BUMD dibentuk Satuan Fengawes Intem
(SPI) yang merupalen aparat pengawas intemd
perueahaan daereh,

(2) Sstuan Fengawas Intern sebagainana dlitrlaksud .lala"r

ayat (f) dipimpin oleh seorang kepala yang

bertangrmg jawab kepada direkhrr utama.

Pasal 29

Atas permintaan tertulis Deq,an Komisarie, Dt€ksi
membcrikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil

pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

Pasal 30

Dir€kBi wajib memlrrhatikan dan segera melaku.kan

tindakan yang diperlukan atas segala scsua.tu yang

dikemukakan dalam sctiap laporan hasil pemcriksaan yang

dibuat oleh Satuan Pengawas Intem.

BaAian Kedua

Komite Audit dan Komite lain
Pasal 31

(1) Dewan l(omisaris Perseroan wefib membentuk komite

audit yang bekcrja sccera kolehif dan berfungsi

membantu Dewan Ifumisaris dalam mclaksanakan

tu8asnya.

22



(21

(3)

Komite audit sebagaimana .li"n4ksud dalam ayat (f)

dipimpin oleh s€orang ketua yang bertanggung jawab

kepada Dewan Komi8aris.

Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain
yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah

sebagEi pemilik modal mayoritas BUMD berbentuk

Ferseroan Terbatae (PI).

Ketentuan lebih lanjut mengenai komitc audit dan

komite lain eebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat

(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB )(II

PEMIAIAN TINGKAT KESETIATAN, RESiTRUKTURISASI,

PRIVATISASI

BaAian Kesatu

Restru!firrisasi

Pasal 32

Pers€roan dapa.t meLakuka-n Restruldurisasi, dengan

maksud untuk menyehatkan perusahaan secara

efisien, trarEpa.ran, dan professional;

Tujuan Restn:khrrisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalsh untuk
a. meningkatlan kinerja dan nilai perusahaan;

b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak

kepada negara;

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga

yang kompetitif kepada konsumen; dan

d. memudahkan Irlaksartaan privatisaai.

Pel,aksanaan Restrulfturisasi sebaAaimsna dimaksud

pada ayat (1) tetap dengan memperhatikan asas biaya

dan manfaat yanS diperoleh-

(4)

(1)

l2t

(3)
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Pasal 33

Restrukturisasi meliputi:

a. Rcatn aturisasi seldoral yang pelaksanaannya

disesuaikan dengan kebijakan scktor dan/atau

Feraturan Perundang-undangan;

b. Restnrlfiirisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:

f. peningkatan int€nsitas pcrsaingan usaha, terutama

di sektor-sektor yang tcrdapat monopoli, baik yang

diregulaei maupun monoPoli FlFrnioh;

2. penataan hubungan fungoional antara Pemerintah

Pusat, Femerintah Provinsi dan Pemerintsh

Kabupaten selaku rcgulator dan BUMD scbagai

badan usaha perlu menate hubungan fur4sional

dalam penerapan prinsipprinsip tata kelola BUMD

yang baik dan menetapkan arah dalam rangkq

pelaksanaan kcwajiban Felayanan Publik; dan

3. Restrukturisasi internal yang mencakup :

a. keuangan;

b organisasi/manajemen;

c. operasional;

d. system; dan

e. prosedur,

Bagian Kedua

Privatimsi

Pasal 34

(1) Privatieasidimakeudkan untuk:

a. memperluas kepemiUkan masyarakat atas

Perscroan;

b. meningkatkan efisiensi

Perseroan;

dan produldivitas

c. mencipta&an stnrktur keuangan dan manajemen

keuangan Pereeroan yang baik/kuati
d. menciptalGn struktur industri yang sehat dan

kompetitif;



a,

b.

c,

d.

e.

e. menciptakan Ferseroan yang berdaya saing dan

berorientasi global; dan

f. menumbuhkett iklim usaha, ekonomi makro, dan

kapesitas pasar.

(2) Privatisasi bertuduen :

a. untuk meninglattan kinerja;

b. untuk meningkatkan nil,Bi tambah perusahaan; dan

c, mcningkatkan peran serta masyarakat dalsm

pcmililrarr saham Perseroan.

Pasal 35

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan :

prinsip tranaparansi;

kemandirian;

akuntabilitas;

pertanggungiawaban; dan

kewajaran.

Paeal 36

Ferseroan yanA dapat diprivatisaei paling sedikit

memenuhi lrriteria :

a. industri/sektor u3ahanya komPetitif; atau

b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya

cepat bcrubah.

S€bagian aaaet atau kegiatan dari Perseman yang

melaksanakan kewajiban Pelayanan Publik dan/atau

yang berdasarkan Peraturen Perundang-undangan

kegiatan usahanya harug dilakr:kan oleh Bt MN

dan/atau BrrMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan

penyertaan dalam perdifian perueahaan untuk

sclanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

(U

121
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PaBaI 37

Perseroan yang tidak dapat diprivati8asi adalah :

a. Per8€roan yary bidang usahanya berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan hanya boleh dikelola

oleh BI.IMN dan/atau BUMD;

b. Ferseroan yang bergerak di seldor usaha yang berkaitan

dengan pertahanan dan keamanan negara;

c. PeBeroan yang bergerak di sektor tertcntu yang oleh

Femerintah lhbupaten diberikan tugas khusus untuk
melakulen kegiatan tertentu yang berkaitan dengan

kepentingan masyara.kat; dan

d. Persercan yang bergerak di bidang usaha sumber daya

alam yang sccara tegas berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 38

Privatisasi dilakuken dengan cara:

a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;

b. penjualan Eaham langsung kepa.da investor; dan

c. penjualan seham kepada manajemcn dan/atau
kar5awan yang bcr8angkutan.

Pasal 39

Untuk mcmbahas dan memutuskan kebiiakan tentang

privatieasi perusahaan dengan kebiiakan

lintas scktoral, Femerintah Ikbupaten memhnhrk
suatu komitc Privatisasi Perscroan sebagai wadah

koordinasi.

I\rgas Ibmite Privatisasi Perseroan meliputi:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum

dan persyaratan pelaksernaan pyiv6fi3ssi;

b. menetapkan langkah-langkah yeng diperlukan

untuk memperlanca.r proses privatisasi; dan

(u

l2l
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(3)

t4)

c. membahas dan memberikan jalan keluar atas

permasalahan strategis yang timbul dalam proses

privatisasi, tcrmasuk yang berhubungan dengan

lcbijakan sehoral Pemerintah Pu8et, Femerintah

hovirEi, dan/atau Pemerintah KabuPatcn.

Komitc Privatisasi Perscman dalam mel,alcsanakan

tugasnya scbagaimana dimaksud .lela"n al.at (2) daPat

mengundang, meminta masukan dan/atau bantuan

inst€nei/lembagB Pemerintah Kabupaten atau pihak

lain yang dipandang perlu.

Kct€ntuan lebih lanjut mengenai Komite Privatisasi

Ferseroan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XItr

PENCIGABUNGAN, PELEBI,'RAN, PENCAMBIIAUHAN, DAN

PEMISAHAN

Pasd 40

Fensabrmgan, pengasbilslftun, dan

pemiaalnn Ferseman ditetapkan oleh RlrPS.

Ketenhran dan tata cara penS8abungan, peleburan,

pengambitalihan dan pemisahan Feroeroan scbagaimana

dimaksud pada ayat (U dituanglGn dalam Angaran

Dasar dan rlilalGarrFl.en seguAi dcngan ketentualr ,{q"l

Feraturan Ferundang-undangan.

BAB XIV

PEMERIKSAAN'IERI{ADAP PERSEROAN

Pasal4l

(1) Femeriksaen terhadap FsrBeroan dapat dilakukarl

den8an hluan untuk mendapat*an data atau

keterangan dalaD hsl terdapat dugaan bahwa :

a. Perseroan melaku*an perbuatan melawan hukun
yang menrgikan p€megang saham atau Pihak KetigE

atau

(1)

l2l
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(21

(3)

(4I

b. angota Direksi atau Dewan Itumisaris melalslkan

perbuatsn melawan hukum yang merugilqn

Ferscroan atau pemcgang saham atau Pihak IGtiSa.

Sctiap angggta Direksi, anggota Derran l(omisaris, dan

semrra kaqrawan Ferseroan wajib memberikan segela

ketBangan yang diperfukan rmnrk pelaksanaan

pemeriksaan.

Fermohonan untuk mendapatken data atau keterangan

tcntang Ferscroan atau pcmohonan perncril<saan untuk

mendapatkan data atau tcterangan tersebut harus

didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Ketenfiran yang mcngatur tentang Proscdur dan

persyaratan pelaksanaan perneriksaan FErs€roan

dilrkearraL.n sesuai dengan ke&nnran dsn Peratunn

Ferundang-undangan.

BAB XV

PEMBT'BARAN DAN LIKI,'IDASI PERSEIIOAN

Pasal 42

Fembubaran Ferscroan dapat rcrjadi :

a. akibat b€rakhimya jangka waktu UerArinya

Perseroan yang ditetapkan dalam angaran da"ar;

b. dengan dicabutnya kcpailitan berdasarkan Putusan
pengadilan niagB yang telah memprmyai kekuatan

hukum tetap;

c. kalcne harta Filit Ferscroan yang tclah dinyatakan

peitit bcrsda dslam keadaan insolvensi; atau

d. lGr€na dicabutnya izin usaha Per8croan dan/atau

berdalnrkan penetapan pengadilarl

Fembubaran Ferseroan ditetapkan dalam lGputusan

RLrP{t dengan percetujuan DPIID.

(u

t2l
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(a

{4)

Dalam hal tct'adi pembubaran Ferseroan sebagEitruna

.limaksud pada ayat (1) b€rdsmpak pada Ferscroan

tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kesuafi

diperlukan untul( member€skan scmua urusan
perrcroan dala"n rangka likuidasi.

Pnosedur pembubaran Ferseroan dan ;noses likuidasi,

dampak hukum serta pernbiayasn yang diperluksn

berpedoman kepada ket€ntuan dan Feratuan
Ferundang.undangan.

Pasal 43

(1) Sanksi adminstratif bempa tuntutan ganti kerugian

diberlakukan kepada semua Ferseroan,

termasuk Direksi yang bertugas ataupun tidak
bertugas melakukan penyimpanan :

a- Uang;

b. SurEt berharga; dan

c. Barang persediaan,

Yang secara langsung atau tidak langsurg telah

menimbulksn kerwisn bagi Feaeroan.

(2) Ket€ntuan tcntang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi

terhadap Pegawai Pemerintah Kabupaten yang di

tugaskan di Pcseroan, berlaku eepenuhnya terhadap

Ferscroan, yang dalam

diatur tcrsendiri oleh dir€k8i.

(3) Semua Per€eroan yang dibebani tugas

menyimpan, membayar dan men5rerahkan uang dan

auret-Burat berharga rrrilik Bt MD yang dfuimpan di
dalam gcdung atau tempat penyimpanan 5rang khusus
dipergunakan untuk keperlusn itu, wajib memberikan

pertangungiawaban pelaLsarrqarr tugasnya kcpada

Dir€ksi atau pejabat yang di tunjuk oleh Dircksi.
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(4) IGryawan Pers€roan sebagainrana dimaksud pada ayat

(3) bertanggung jawab atas kckurangan

perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi

dalam pengurusannya, kecuali apabila bebas deri

kesalahan atau kelal,aian atas kekurangan

perbendabsJaan tcrsebut.

(5) Dalam hal karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud

pada ayat (a) dapat membuktikan dirinya bebas dari

kesalahan/ketalaian, Direksi dengan Persetujuan

Dewan Komisaris membuat Surat IGputusan

Fenghapusan Kekumngan Perbendaharsrn Uang dan

atau bsrang Perc€roan.

(6) Surat Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (5)

baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh

pengesahan RUPS.

O) Dalam hal karyawan Pers€roan eebagaimana dimaksud

pada ayat (a) tidak dapat membultikan bahwa dirinya

bcbas dari kesalahan/kelalaian, Direksi daPat

melakukan tindakan bcrupa pemberhentian sementara

sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi karyawan

Perseroan.

BAB XI,/I

TETENTUAN PERAUHAN

Pasal 44

Dalem hal terjadi adanya pcristiwa yang melibatkan

karyawan dan Dirtksi pada Ferseroan yang belum

memiliki peraturan intemal, proses hukumnya

diberlakukan berpcdoman se8uai dengan Peraturan dan

Perundang-undangan.

Dalam penyusrDan dan pcmbuatan lctentuan intemal

scbagaimana dtuaksud pada ryat (1) dapat bekerjasama

dengan konsultan yang memiliki kompetensi

dibidangnya-

(U

l2l
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTT'P

Pasal 45

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangd
diundanekarl

Agar ectlap omng dapet mengetahuinya, memcrintahtan

pengundansan Feratrlran Daerah ini dengan pcnempstannya

dslam lJmbararl Dacrah lGbupatcn Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal.0 Srflcrata foU

RAWAS,

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tangalll &$gru56 9619

SEKREf,ARIS DAERAH

XABUPAIEI{ MUSI RAWAS,

LEMB/qR DAERAH IGBUPATEI,I MUSI RAWAS TAHIJNS NOMOR:OI9

NOREG PERATURAN DAERAH KABI,'PAIEN MUSI RAWAS PROVINSI

SUMATERA SETATAN ( 5-ros/20r9)

PRISKODESI
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BAB ) /II
XETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

kratumn Daerah ini rnulai bedaku pada tanggal

dfundangkan.

Agar setiap 6ang dapat m€nSetahuinya, mcmcrintahkan

pengundsngan Fcraturan Dacrah ini deogm pencmpatannya

.{rh"n l.€lnballan Da€rah I(abtrpabn Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada nqal.E &4leu&or lQb

Ditetap&an di Muan Bcliti

pada taneailf &$euEr Jah

SEKREf,ARIS DAERAH

KABT'PATEN MUSI RAIIIAS,

PRISKODESI

I,EMBAR DAERAH TABUPATEN MUSI RAS/AS TAHT.,N.' NOMOR JOT9

NOREG PERATT'RAN DAEMH KABI'PAIEN MUSI RAWAS PROVINSI

ST.TMATERA SEIATAN ( s-r05/2o19)
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